
Menimbang : a.

BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR E3 TAHUN 2OI7

TENTANG

PENUNTASAN CAPAIAN INDIKATOR
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi

daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang

menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah

daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang

mengatur penyelenggaraan pendidikan secara terukur,

terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk
mewujudkan pemerataan dan perluasan akses,

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta

penguatan tata kelola, akuntabilitas pengelolaan

pendidikan;

bahwa untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan

pendidikan secara terukur, terencana, terarah, dan

berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan

perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya

saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas

pengelolaan pendidikan, perlu menetapkan standar

pelayanan minimal pendidikan dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penuntasan Capaian Indikator

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

c.

Mengingat : 1.



2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20OO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa39l;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOS tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S%al;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a9!;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2AA3 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2OOg tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor rca;l

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

20OS tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa96l;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AAS Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

10.

11.

t2.



13.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aS%\

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahlun 2008 tentang

Wajib Beiajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20O8 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OO8 Nomor 9L, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86\;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah:un 2OO8 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9atl;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2AlO tentartg

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 51O5); sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor lt2, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A1l

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

t4.

15.

t6.

t7.

18.



19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23

Tahun 2AOG tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12

Tahun 2AO7 tentang Standar Pengawas Sekolah Dan

Madrasah Nasional;

22. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 79 Tahrun 2OA7

tentang Pedoman Penlrusunan Rencana Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39

Tahun 2OA9 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan

Pengawas Satuan Pendidikan;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63

Tahun 2OO9 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15

Tahun 2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016

Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

MenetAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNTASAN CAPAIAN

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PENDIDIKAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;

5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Buru;

6. Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru;

7. Kepala Kementrian Agama adalah Kepala Kantor Kementrian Agama

Kabupaten Buru;

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengLrrus Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian

Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

10. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak

dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan

oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk

perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional,

kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan

dengan perjanjian dan konvensi internasiona-l;

11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria maksimal tentang sistem

pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

12. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yarlg mendasar dan

mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam

kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;

13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang



merupakan Urusan Pemerintahan Wajib daerah yang berhak diperoleh

setiap warga secara minimal;

14. Ikiteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari
jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian,

dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud ;

15. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak

dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran,

hasil danfatau manfaat pelayanan dasar;

16. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan

sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan

keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam

rangka mencapai tujuan pelayanan dasar danlatau SPM secara

efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik;

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yarrg selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun;

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk

periode 5 (lima) tahunan;

19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja

perangkat daerah untuk periode 5 {lima) tahun anggaran;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dsingkat

APBD adalah rencara keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran aga-r peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan

negara yang diselenggarakan di Kabupaten Buru;

22.Pendidikan forma-l adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

23. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, YanS



diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu

kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang

berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau

bentuk lain yang sederajat;

24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD ada-lah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum

pada jenjang pendidikan dasar;

25. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar;

26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari

SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar

yang diakui sama atau setara SD atau MI;

27 . Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara

SD atau MI;

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelqjaran, serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan;

29. Pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan;

30. Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat kepala sekolah sebagai tugas

tambahan;

31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikal dasar dan pendidikan menengah;

32. Kualifikasi akademik adalah ljazah jenjang pendidikan akademik yang

harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan

pendidikan formal ditempat penugasan;



33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikdan tenaga

kependidikan;

34. Sertifikat adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada

pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional;

35. Guru Tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah,

penyelenggara pendidikan, atam satuan pendidikan untuk jangka waktu

paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada

satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan

Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan yang memiliki izin dari

Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;

36. Guru Dalam Jabatan adalah guru Pegawai Negeri Sipil atau gurlr non

Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjadi guru pada satuan pendidikan,

baik yanrg diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun yang

diselenggarakan masyarakat yang sudah mempunyai perjanjian kerja

atau kesepakatan kerja salna; '

37. Guru Bantu adalah guru non Pegawai Negeri Sipil yang melaksalakan

tugas pokok sebagai guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah;

38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajarar:r yang tersedia

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

39. Satuan Pendidikan adalah kelompok yang memberikan layanan

pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap

jenjang dan jenis pendidikan;

40. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan

pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk

pertanggung j awaban penyelenggaraan pendidikan ;

41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakar prograrn dalam satuan

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

42.Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk

menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan;

43. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang

diperlukan untrrk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;

44. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasal kehidupan bangsa yang

dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional;



45. Penjaminan mutu pendidikan ada-lah kegiatan sistematik dan terpadu

oleh satuan dan program pendidikan, penyelenggara satuan dan program

pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menaikkan

tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan;

46. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP

adalah sub sistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya

meningkatkan mutu pendidikan;

47. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan selanjutnya disebut Sertifikasi adalah

proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai

guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan

guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Fungsi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Pasa] 2

Untuk menjamin akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat daiam

mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah baik dalam

perencanaan maupun penganggarail dimana wajib memperhatikan prinsip-

prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau

dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian

yang dapat diselenggarakan seca-ra bertahap.

Bagian Kedua

T\uan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Pasa-l 3

T\rntasnya pemenuhan 27 indikator standar pelayanan minimal pendidikan

dasar baik dalam perencarraarr, penganggaran serta pengelolaan layanan-

layanan pendidikan baik di lingkup Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat

kabupaten (14 indikator) serta satuan pendidikan (13 indikator).



Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan standar pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan
Kabupaten Buru baik yang ada di Dinas Pendidikan dan Kantor
Kementrian Agama.

(2) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meiiputi :

a. standar pelayanan minimal pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Buru :

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan

berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan MI swasta dan 6

km untuk SMP dan MTs swasta, dari kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil;

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD

dan MI swasta tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs

swasta, tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar

tersedia 1 {satu) rlrang kelas yang dilengkapi dengan meja dan

kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3. Di setiap SMP dan MTs swasta, tersedia rulang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36

peserta didik dan minima-l satu set peralatan praktek IPA untuk

demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4. Di setiap SD dan MI swasta dan SMP dan MTs swasta, tersedia

satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk

setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;

dan di setiap SMP dan MTs swasta, tersedia rllang kepala sekolah

yang terpisah dari ruang guru.

5. Di setiap SD dan MI swasta tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap

satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 {empat) orang

guru setiap satuan pendidikan;

6. Di setiap SMP dan MTs swasta tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu

orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;



7. Di setiap SD dan MI swasta tersedia 2 (dua) orang guru yang

memenuhi kua-lifikasi akademik S 1 atau D-IV dar' 2 (dua) orang

guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8. Di setiap SMP dan MTs swasta tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV sebanyak 7oo/a dan separuh diantaranya

(35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik,

untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 4OYo dan 2OYo;

9. Di setiap SMP dan MTs swasta tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

10. Semua kepala SD dan MI swasta berkualifikasi akademik S-1 atau

D-IV dan telah memiliki sertilikat pendidik;

1 1. Semua kepala SMP dan MTs swasta berkualifikasi akademik S- 1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi

akademik S- 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam hal ini Dinas

pendidikan dan Kementrian Agama menyusun rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan

dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang

efektif; dan

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali

setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk

melakukan supervisi dan pembinaan.

b. Standar pelayanan minimal pendidikan oleh satuan pendidikan :

1. Setiap SD dan MI swasta menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan tPS dengan

perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

2. Setiap SMP dan MI swasta menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata

pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta

didik;

3. Setiap SD dan MI swasta menyediakan satu set alat peraga IPA

dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model



4.

tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA

untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

Setiap SD dan MI swasta memiliki 100 judul buku pengayaan dan

10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku

pengayaan dan 20 buku referensi;

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan

pendidikan, termasuk merencanakan pembelajararL,

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas

tambahan;

6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran

selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai

berikut :

a) KelasI-II
b) Kelas III

c) Kelas IV - VI

d) Kelas VII - IX

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap rr,.ata

peiaj aran yang diampunya;

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian

untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta

didik;

10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan

umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran

serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah

pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar

peserta didik;

12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil

ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)

serta ujian akhir (USIUN) kepada orang tua peserta didik dan

menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten Buru atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten

Buru pada setiap akhir semester; dan

5.

18 jam per minggu;

24 jarr. per minggu;

27 jarr, per mingSu; dan atau;

27 jam per minggu.

7.

8.

9.



13. Setiap satuan pendidikan merrerapkan prinsip-prinsip manajemen

berbasis sekolah (MBS).

Pasai 5

Jenis standar pelayanan minimal pendidikan dasar di luar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2), pada satuan pendidikan tertentu wajib

menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan

potensi daerah.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan standar pelayanan
minimal pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan dasar yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Buru dan masyarakat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangarq

(2) Penyelenggaraan sistim pelayanan minimal pendidikan dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (U secara operasional

dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian

Agama Kabupaten Buru;

(3) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan dasar sesuai

dengan SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang

dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM pendidikan dasar merupakan acuan dalam perencanaan program
dan penganggaran pencapaian target dalam penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Buru;
Perencanaan program dan penganggarafl SPM pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar

teknis yang ditetapkan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan

pencapaian SPM pendidikan dasar kepada Menteri Pendidikan Nasional

dan Menteri Agama;

(1)

{2)

(1)



(2) Berdasalkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melakukan pembinaan

dan pengawasan teknis penerapan SPM pendidikan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan dasar oleh
pemerintah daerah Kabupaten Buru dalam rangka menjami.n akses dan
mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah kepada masyarakat
dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional;

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan

oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

Pasal 1O

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pendidikan

dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai:

(1) bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah

Kabupaten Buru dalam pencapaian SPM pendidikan dasar;

(2) bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM

pendidikan dasar di Kabupaten Buru;

(3) bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian pemerintahan

Kabupaten Buru terhadap pencapaian SPM pendidikan dasar baik di

Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama secara terukur dalam batas

waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus

daerah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 1 1

Pemerintah Kabupaten Buru wajib melakukan pengembangan kapasitas

untuk mencapai SPM pendidikan dasar.

Pasal 12

(1) Dalam pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan

sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, pada setiap satuan



(2)

pendidikan dilakukan melalui fasilitasi Menteri Pendidikan Nasional dan

Kementrian Agama;

Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pemberian orientasi u.mum, petunjuk teknis, bimbingan

teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:

a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM

pendidikan dasar;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM pendidikan dasar dan

penetapan target tahunan pencapaian SPM pendidikan dasar;

c. penilaian kinerja pencapaian SPM pendidikan dasar; dan

d. pelaporan kinerja pencapaian SPM pendidikan dasar.

Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, keuangan

negara, dan keuangan daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusullan, penetapan,

pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,

pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan

kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan dasar

yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan

APBD Propinsi dan APBN melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan

Kementrian Agama;
Pendanaan yang berkaitan dengan penerapall, pencapaian

kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan

pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta

pengembangan kapasitas , YdnE merupakan tugas dan tanggung jawab

pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan di

Kabupaten Buru dilakukan Gubernur Provinsi Maluku selaku wakil

pemerintah di daerah;
(2) Gubernur Provinsi Maluku selaku wakil pemerintah di daerah

melakukall pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM

pendidikan di Kabupaten Buru;

(3)

(1)

(2\



(3) Pemerintah Kabupaten Buru melaksanakan pengawasan

penyelenggaraalr pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan pada

setiap satuan pendidikan baik yang ada dalam lingkup Kementerian

Pendidikan maupun Kementerian Agama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

Paraf Kocrdinasi

Kadis P & K f
Kabag Hukum A

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 27 Mei 2A17
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